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MOTTO 
 

 

 
نْ ْعَنْ ْفِع ْْنَاْعَنْ  ب  مَرَْْاِ ْْرَضِىَْْع  مَا▪عَنْ ْاََل  ْْصَلَىْانَّبِيَْْعَنْ ْه  لَك مْ ْلَْْقَاْسَلَّمَْْوَْْلَي وِْعَْْاَل   وَْْرَاعِْْك 

مْ  لَّك  ن وْك  لْ ْوَالرَّْْرَاعِْْرْ ▪وَالََمِيْ ْعيَّتِوِْْرَْْعَنْ ْلْمَس  تِوِْ▪بَْْاىَ لِْْعَلَىْرَاعِْْج  مَرْ ْي  ْمتفقْي تِْ▪بَْْعَلَىْرَاعِيَةْاةَ ْْوَال 

جِهَا.عليو مْ ْوَوَلَدِهِْْزَو  ك  لَّ مْ ْرَاعِْْفَك  ك  لَّ ئ وْوَك   تِوِْرَعِيْ ْعَنْ ْلْمَس 

Dari Nafi, dari ibnu umar, dari Nabi Muhammad Saw : bersabda “ Tiap-tiap kamu 

adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya, 

penguasa adalah pemimpin, suami pemimpin keluarganya, istri pemimpin rumah 

tangga suaminya dan anak-anaknya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap 

kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya (HR. Mutafaq’alaih) 
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ABSTRAK 
 

 

Yahya, Muhamad, 50124006, 2026. Dinamika Konsep Nusyuz dalam Hukum 

Perkawinan (Studi Pandangan Dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 

Dan Hakim Kota. Pekalongan), Tesis. Pascasarjana Program Studi, Magister 

Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan. Pembimbing: Prof. Dr H. Maghfur, M.Ag. dan Dr. Hendri 

Hermawan Adinugraha, M.S.I. 

Kata Kunci: Dinamika Konsep Nusyūz, Mubādalah, Hukum Keluarga Islam, UIN 

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pengadilan Agama Pekalongan 

Penelitian ini mengkaji dinamika pemahaman konsep nusyûz (pembangkangan) 

dalam hukum perkawinan Islam, dengan membandingkan perspektif dosen UIN 

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai akademisi dan hakim Pengadilan 

Agama Kota Pekalongan sebagai praktisi. Menggunakan pendekatan kualitatif 

empiris melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 5 

narasumber utama, penelitian menemukan pergeseran makna nusyûz dari 

pemahaman fikih klasik yang patriarkal (sebagai pembangkangan istri terhadap 

suami, QS. An-Nisā’ [4]:34) menuju reinterpretasi relasional berbasis mubādalah 

(kesalingan timbal balik). Nusyûz kini dipandang sebagai kerusakan relasi rumah 

tangga yang dapat dilakukan suami maupun istri (merujuk QS. An-Nisā’ [4]:128), 

dengan penekanan pada konteks sosial kontemporer seperti KDRT, penelantaran 

nafkah, dan pertengkaran terus-menerus—sebagaimana tercermin dalam 1.257 

kasus perceraian di Pekalongan (2023–2025). Praktik peradilan menunjukkan 

hakim menghindari label nusyûz eksplisit (Pasal 84 KHI), memilih mediasi 

kontekstual untuk keadilan substantif. Implikasinya mendorong pembaruan 

hukum perkawinan Indonesia menuju kesetaraan gender, anti-kekerasan, dan 

perlindungan hak perempuan, selaras dengan maqāṣid al-sharī‘ah. Penelitian ini 

berkontribusi pada dialog antara teori fikih, diskursus akademik, dan praktik 

yudisial, mengisi kesenjangan kajian normatif sebelumnya. 
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ABSTRACT 
 

 

Yahya, Muhamad, 50124006, 2026. Dynamics of the Nusyuz Concept in Islamic 

Marriage Law (A Study of the Views of Lecturers at UIN K.H. Abdurrahman 

Wahid Pekalongan and Judges of Pekalongan City), Thesis. Postgraduate Program 

in Magister of Islamic Family Law, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman 

Wahid Pekalongan. Advisors: Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. and Dr. Hendri 

Hermawan Adinugraha, M.S.I. 

Keywords: Dynamics of Nusyuz Concept, Mubādalah, Islamic Family Law, UIN 

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan Religious Court 

This research examines the dynamics of understanding the concept of nusyûz 

(disobedience) in Islamic marriage law, comparing the perspectives of lecturers at 

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan as academics and judges at the 

Pekalongan Religious Court as practitioners. Employing a qualitative empirical 

approach through in-depth interviews, observations, and documentation with 5 

key informants, the study reveals a shift in the meaning of nusyûz from the 

classical fiqh's patriarchal interpretation (as a wife's disobedience toward her 

husband, QS. An-Nisā’ [4]:34) toward a relational reinterpretation based on 

mubādalah (reciprocal mutuality). Nusyûz is now viewed as relational disruption 

in household dynamics that can be committed by either husband or wife 

(referencing QS. An-Nisā’ [4]:128), emphasizing contemporary social contexts 

such as domestic violence (KDRT), neglect of maintenance (nafkah), and ongoing 

quarrels—as reflected in 1,257 divorce cases in Pekalongan (2023–2025). Judicial 

practice shows judges avoiding explicit nusyûz labeling (Article 84 KHI), opting 

for contextual mediation to achieve substantive justice. The implications drive 

reforms in Indonesian marriage law toward gender equality, anti-violence 

measures, and women's rights protection, aligned with maqāṣid al-sharī‘ah. This 

study contributes to bridging fiqh theory, academic discourse, and judicial 

practice, filling gaps in prior normative research. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Relasi kuasa dalam keluarga, khususnya antara suami dan istri, 

menjadi salah satu isu penting dalam kajian hukum keluarga Islam 

kontemporer (Mir-Hosseini, 2000). Meskipun Al-Qur’an menegaskan 

prinsip keadilan, kesalingan, dan penghormatan terhadap martabat 

manusia, sejarah pemaknaan terhadap konsep nusyûz menunjukkan 

adanya dinamika dan pergeseran makna yang tidak jarang dipengaruhi 

oleh struktur sosial patriarkal. Pergeseran ini tampak terutama dalam 

penafsiran QS. An-Nisā’ ayat 34, di mana sejumlah ulama menafsirkannya 

mengikuti pola relasi kekuasaan yang berkembang dalam sistem sosial- 

politik pada masanya. Ketika struktur politik berbentuk kesultanan, istilah 

qawwām dimaknai menyerupai otoritas “sultan”, sementara dalam konteks 

imārah dimaknai sebagai “amir” atas perempuan, sehingga konsep 

tanggung jawab mengalami pergeseran menjadi otoritas yang bersifat 

dominative (Abou-Bakr, 2015). 

Dalam perkembangan fikih klasik, penafsiran terhadap ayat-ayat 

nusyûz cenderung menggeser tujuan protektif ayat tersebut menuju 

pembenaran supremasi laki-laki dan tuntutan ketaatan mutlak perempuan. 

Mazhab Syafi’i, misalnya, mendefinisikan nusyûz sebagai penolakan 

hubungan seksual tanpa alasan syar’i, keluar rumah tanpa izin, atau 

bersikap kasar kepada suami (Al-Nawawī, 1985). Mazhab Hanafi 

menekankan penolakan tinggal bersama suami tanpa alasan yang sah (Al- 

Kāsānī, 1986), sementara Mazhab Hanbali menyebut penolakan berhias 

untuk suami sebagai bagian dari nusyûz (Ibnu Qudamah, 1994). 

Konsekuensinya, istri yang dinyatakan nusyûz kehilangan hak atas nafkah, 

pakaian, dan tempat tinggal (Pitaloka et al., 2025). Meskipun sebagian 

mufasir seperti al-Ṭabarī dan al-Qurṭubī menafsirkan QS. An-Nisā’ 

[4]:128 sebagai indikasi kemungkinan nusyûz dari pihak suami, dimensi 
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ini tidak memperoleh porsi yang seimbang dalam literatur fikih klasik 

maupun dalam praktik regulasi formal (Al-Qurtubi, 1986). 

Di sisi lain, pemikir Muslim kontemporer seperti (Wadud, 1999), 

(Barlas, 2019), dan (Hassan, 1987) mengkritik bias gender dalam 

penafsiran konsep nusyûz dan menawarkan reinterpretasi yang lebih 

menekankan prinsip keadilan, kesalingan, dan kemaslahatan dalam relasi 

suami-istri. Di Indonesia, konstruksi hukum positif juga turut membentuk 

pemahaman mengenai nusyûz. Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam 

menyatakan bahwa “istri yang nusyûz tidak berhak mendapatkan nafkah 

dari suaminya.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsep nusyûz tidak 

hanya menjadi perdebatan teoretis dalam literatur fikih, tetapi juga 

memiliki implikasi langsung dalam praktik hukum keluarga di lembaga 

peradilan agama. 

Dalam praktik peradilan, pemaknaan terhadap nusyûz sering kali 

berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

perceraian maupun hak-hak pasca perceraian. Realitas sosial menunjukkan 

bahwa konflik rumah tangga yang berujung perceraian sering kali 

berkaitan dengan persoalan relasi kuasa, pemenuhan hak dan kewajiban 

suami-istri, serta perbedaan persepsi mengenai batasan nusyûz. Dalam 

konteks ini, hakim Pengadilan Agama memiliki peran penting sebagai 

pihak yang menerjemahkan norma fikih dan hukum positif ke dalam 

putusan hukum yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. 

Kota Pekalongan memiliki signifikansi tersendiri dalam konteks 

ini. Pertama, kota ini dikenal sebagai salah satu pusat tradisi Islam di Jawa 

dengan jaringan pesantren yang kuat, sehingga otoritas fikih klasik masih 

memiliki pengaruh besar dalam praktik sosial dan pemahaman masyarakat 

mengenai hukum keluarga (Rohmah et al., 2025). Kedua, Pekalongan juga 

merupakan pusat industri batik dengan keterlibatan besar perempuan 

dalam aktivitas ekonomi, yang menyebabkan relasi domestik sering kali 

bersinggungan dengan dinamika ekonomi keluarga (Sari, 2025). Ketiga, 

data perceraian dari Pengadilan Agama Pekalongan menunjukkan angka 
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gugatan cerai yang cukup tinggi, yakni mencapai 1.257 kasus pada periode 

2023–2025, di mana mayoritas perceraian diajukan oleh pihak istri dengan 

alasan pertengkaran terus-menerus. Fenomena ini menunjukkan adanya 

dinamika relasi keluarga yang kompleks dan memerlukan pemahaman 

yang lebih komprehensif terhadap konsep nusyûz dalam praktik hukum 

keluarga. 

Dalam konteks akademik, para dosen di UIN K.H. Abdurrahman 

Wahid Pekalongan sebagai akademisi hukum Islam memiliki posisi 

strategis dalam melakukan interpretasi terhadap konsep-konsep fikih 

klasik sekaligus merespons dinamika sosial kontemporer. Sementara itu, 

hakim Pengadilan Agama sebagai praktisi hukum memiliki pengalaman 

empiris dalam menangani perkara keluarga dan menerapkan norma-norma 

hukum tersebut dalam putusan pengadilan. Perbedaan latar belakang 

epistemologis antara akademisi dan praktisi peradilan berpotensi 

melahirkan dinamika pemahaman yang menarik mengenai konsep nusyûz 

dalam hukum perkawinan. 

Penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa kajian-kajian 

sebelumnya mengenai nusyûz umumnya berhenti pada dua kecenderungan 

utama. Pertama, studi normatif-doktrinal yang menafsirkan teks fikih 

klasik secara legalistik tanpa mengaitkannya dengan praktik sosial dan 

praktik peradilan. Kedua, kajian yang menawarkan reinterpretasi berbasis 

keadilan gender namun sering kali bersifat abstrak dan belum menyentuh 

konteks lokal maupun praktik hukum di pengadilan. Hingga saat ini, 

belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji dinamika konsep 

nusyûz dengan membandingkan perspektif akademisi hukum Islam dan 

hakim Pengadilan Agama dalam konteks lokal tertentu. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika 

pemahaman mengenai konsep nusyûz dalam hukum perkawinan melalui 

studi pandangan dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 

sebagai representasi akademisi hukum Islam, serta hakim Pengadilan 

Agama  Kota  Pekalongan  sebagai  praktisi  peradilan.  Dengan 
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menghubungkan perspektif akademik dan praktik peradilan, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif 

mengenai perkembangan konsep nusyûz dalam hukum keluarga Islam 

serta implikasinya terhadap praktik hukum perkawinan di Indonesia, 

khususnya di wilayah Pekalongan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kesenjangan antara wacana fikih klasik, diskursus akademik, dan 

praktik peradilan. 

Masalah utama dalam penelitian ini tidak hanya bias gender dalam 

konsep nusyûz, melainkan absennya connecting bridge (jembatan 

konseptual) yang menghubungkan tiga ranah penting: (a) tafsir fikih 

klasik yang bersifat normatif, (b) kritik akademik kontemporer yang 

menawarkan reinterpretasi berbasis keadilan, dan (c) praktik hukum 

keluarga di pengadilan agama yang menerapkan konsep nusyûz secara 

langsung melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiga ranah ini 

sering kali berjalan secara terpisah tanpa dialog yang memadai, 

sehingga menimbulkan kesenjangan antara teks normatif, diskursus 

akademik, dan implementasi hukum di lapangan. 

2. Ketimpangan interpretasi tradisional terhadap konsep nusyûz. 

Konsep nusyûz dalam fikih klasik umumnya dipahami secara 

patriarkal dengan menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus 

tunduk pada otoritas suami, dengan konsekuensi hilangnya hak nafkah 

ketika dinyatakan nusyûz. Pemahaman ini sering kali tidak 

mempertimbangkan konteks historis maupun prinsip keadilan dalam 

Islam, sehingga berpotensi menimbulkan pembatasan hak perempuan 

secara tidak proporsional. 
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3. Tantangan penerapan konsep nusyûz dalam praktik peradilan agama. 

Pengadopsian konsep nusyûz ke dalam hukum positif melalui 

Kompilisi Hukum Islam menjadikan konsep ini memiliki implikasi 

langsung dalam praktik peradilan. Dalam proses persidangan perkara 

perceraian maupun sengketa hak dan kewajiban suami-istri, hakim 

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menilai dan 

menentukan status nusyûz. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai 

bagaimana hakim memaknai konsep tersebut dalam praktik serta 

sejauh mana pemaknaan tersebut dipengaruhi oleh konstruksi fikih 

klasik atau dinamika sosial kontemporer. 

4. Kurangnya pendekatan kontekstual lokal dalam pemaknaan nusyûz. 

Sebagian besar kajian mengenai nusyûz masih bersifat normatif 

atau teoretis dan belum banyak mengkaji bagaimana konsep tersebut 

dipahami oleh aktor-aktor kunci dalam konteks lokal, seperti akademisi 

dan hakim Pengadilan Agama. Padahal, pemahaman mereka memiliki 

pengaruh penting terhadap perkembangan wacana hukum keluarga 

Islam maupun praktik peradilan di masyarakat 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka kajian dibatasi 

pada dinamika konsep nusyûz dalam hukum perkawinan dengan menelaah 

pandangan dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan hakim 

Pengadilan Agama Kota Pekalongan. Adapun pembatasan penelitian ini 

meliputi beberapa aspek berikut: 

1. Pembatasan Geografis 

Penelitian ini difokuskan pada Kota Pekalongan, khususnya 

pada dua institusi utama, yaitu UIN K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan sebagai lingkungan akademik, serta Pengadilan Agama 

Kota Pekalongan sebagai lembaga praktik peradilan keluarga. 

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pekalongan 

merupakan wilayah dengan tradisi keilmuan Islam yang kuat serta 
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memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks dalam praktik hukum 

keluarga. 

2. Pembatasan Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada dinamika pemahaman konsep nusyûz 

dalam hukum perkawinan dengan menelaah dua dimensi utama, yaitu: 

Pertama, Pemahaman dan reinterpretasi konsep nusyûz menurut 

dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai representasi 

perspektif akademik. Kedua, Pandangan hakim Pengadilan Agama 

Kota Pekalongan mengenai penerapan konsep nusyûz dalam praktik 

peradilan perkara keluarga. 

3. Pembatasan Subjek Penelitian dan Justifikasi Metodologis 

Subjek penelitian terdiri dari dua kelompok utama, yaitu: Dosen 

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Sebagai akademisi yang 

memiliki otoritas keilmuan dalam bidang hukum Islam, ushul fikih, 

dan studi keluarga Islam, dosen memiliki kapasitas untuk melakukan 

reinterpretasi terhadap teks-teks klasik dengan pendekatan metodologis 

yang lebih kontekstual. 

Hakim Pengadilan Agama Kota Pekalongan sebagai praktisi 

hukum yang secara langsung menangani perkara keluarga, hakim 

memiliki pengalaman empiris dalam menerapkan konsep nusyûz dalam 

proses persidangan dan putusan pengadilan. 

Kombinasi kedua subjek tersebut diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika pemahaman 

konsep nusyûz antara ranah akademik dan praktik peradilan. 

4. Pembatasan Waktu 

Penelitian ini difokuskan pada periode 2022–2025 dengan 

pertimbangan bahwa pada rentang waktu tersebut angka perceraian di 

Pengadilan Agama Kota Pekalongan menunjukkan dinamika yang 

cukup signifikan. Periode ini dipilih untuk menggambarkan konteks 

sosial-hukum yang relatif mutakhir terkait penerapan konsep nusyûz 

dalam perkara keluarga. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana dinamika konsep nusyûz dalam hukum perkawinan 

menurut dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan hakim 

Pengadilan Agama Kota Pekalongan? 

2. Bagaimana implikasi dari perbedaan pemahaman tersebut terhadap 

perkembangan hukum perkawinan di Indonesia? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis interpretasi konsep nusyûz menurut dosen UIN K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan dan hakim Pengadilan Agama Kota 

Pekalongan dalam hukum perkawinan. 

2. Menganalisis implikasi perbedaan antara akademisi dan hakim 

terhadap dinamika serta arah pembaruan hukum perkawinan di 

Indonesia. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, 

khususnya dalam memahami dinamika konsep nusyûz dalam konteks 

kontemporer. Penelitian ini juga berupaya memperkaya diskursus 

akademik dengan menghadirkan dialog antara perspektif akademisi dan 

praktisi peradilan, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih 

komprehensif mengenai relasi antara teori fikih, interpretasi akademik, 

dan praktik hukum dalam sistem peradilan agama. 

Selain itu, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam studi 

hukum keluarga Islam dengan menempatkan konsep nusyûz sebagai 

fenomena yang tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga 

sebagai konstruksi sosial-hukum yang berkembang melalui interaksi 

antara wacana akademik dan praktik peradilan. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai 

konsep nusyûz dalam relasi suami-istri. Selain itu, hasil penelitian ini 

juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi, praktisi 

hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan pengembangan 

hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial 

masyarakat serta lebih mencerminkan prinsip keadilan dalam relasi 

keluarga. 



 

 

BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dinamika 

konsep nusyûz dalam hukum perkawinan menurut pandangan dosen UIN 

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan hakim Pengadilan Agama Kota 

Pekalongan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

Pertama, Dinamika konsep nusyûz menunjukkan adanya pergeseran 

makna dari perspektif fikih klasik menuju pemahaman yang lebih 

relasional dan kontekstual. Dalam fikih klasik, nusyûz umumnya 

dipahami sebagai pembangkangan istri terhadap suami yang menempatkan 

perempuan sebagai subjek utama pelanggaran. Namun, para akademisi 

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan hakim Pengadilan Agama 

Kota Pekalongan memandang bahwa konsep tersebut tidak dapat 

dilepaskan dari konteks sosial patriarkal pada masa pembentukannya. Oleh 

karena itu, reinterpretasi dilakukan dengan menekankan bahwa nusyûz 

dapat dilakukan oleh suami maupun istri. Nusyûz tidak lagi dimaknai 

sebagai pembangkangan sepihak, tetapi sebagai kerusakan relasi 

perkawinan akibat pengabaian kewajiban timbal balik dalam rumah 

tangga. Pergeseran ini juga terlihat dari perubahan paradigma relasi 

suami–istri dari hubungan yang bersifat hierarkis menuju relasi kemitraan 

yang berlandaskan prinsip mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf. Dalam 

penyelesaiannya, pendekatan disipliner dalam fikih klasik cenderung 

bergeser menuju pendekatan dialog, mediasi, dan rekonsiliasi sebagai 

bentuk penyelesaian konflik rumah tangga. 

Kedua, Perbedaan pemahaman mengenai nusyûz memiliki implikasi 

terhadap arah pembaruan hukum perkawinan di Indonesia. 

Dinamika pemaknaan nusyûz mendorong penguatan prinsip kesetaraan 

suami–istri dalam hukum keluarga Islam serta perlindungan terhadap 

pihak yang rentan, khususnya perempuan. Dalam praktik peradilan agama 
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di Kota Pekalongan, istilah nusyûz jarang digunakan secara eksplisit  

dalam putusan hakim. Sebaliknya, hakim lebih sering menggunakan 

kategori “pertengkaran terus-menerus” sebagai dasar perceraian, dengan 

mempertimbangkan konteks relasi rumah tangga secara menyeluruh. Hal 

ini menunjukkan adanya pergeseran pemahaman dari konsep nusyûz 

sebagai pembangkangan individu menuju pelanggaran relasional yang 

dapat dilakukan oleh kedua belah pihak. Pergeseran ini juga mendorong 

interpretasi hukum perkawinan yang lebih selaras dengan prinsip keadilan 

gender, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, 

serta tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah) yang menekankan perlindungan 

jiwa, martabat manusia, dan keutuhan keluarga. 

7.2 Saran 

Pertama, Bagi Lembaga Peradilan Agama. Hakim Pengadilan 

Agama diharapkan dapat terus mengembangkan pendekatan yang lebih 

kontekstual dalam memahami konflik rumah tangga yang berkaitan 

dengan isu nusyûz. Pendekatan yang menekankan penyelesaian konflik 

melalui mediasi, dialog, serta perlindungan terhadap pihak yang rentan 

perlu diperkuat agar putusan pengadilan tidak hanya bersifat normatif, 

tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif dalam kehidupan 

keluarga. 

Kedua, Bagi Akademisi dan Perguruan Tinggi, diharapkan terus 

berperan aktif dalam mengembangkan kajian kritis terhadap hukum 

keluarga Islam melalui penelitian, diskusi akademik, serta penguatan 

perspektif keadilan gender dalam pengajaran dan kurikulum. Peran 

akademisi menjadi penting dalam mendorong transformasi pemikiran 

hukum Islam yang lebih kontekstual, moderat, dan responsif terhadap 

dinamika sosial masyarakat. 

Ketiga, Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini masih memiliki 

keterbatasan karena hanya berfokus pada pandangan akademisi dan hakim 

di wilayah Pekalongan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan 

untuk memperluas cakupan wilayah penelitian serta melibatkan lebih 
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banyak informan dari berbagai latar belakang, seperti konselor keluarga, 

penyuluh agama, maupun praktisi lembaga perlindungan perempuan dan 

anak, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif 

mengenai dinamika konsep nusyûz dalam praktik hukum keluarga Islam di 

Indonesia. 
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